KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGANA

Menimhbang

Mengingat

PROVINSEI SUMATERA UTARA
NOMOR 199

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRARSAH IBTIDAIYAH SWASTA ADINDA ATR GENTING
DESA AIR GENTING, KECAMATAN AIR BATL, KABUPATEN ABAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

el

et

PROVINS] SUMATERA UTARA,

bahwa dalam rangka pclaksanaan kelenluan Pasal 8 ayat (2}
Peraturan Menterl Agama Nomeor 90 Tahun 2013 tlenlang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin
operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

. bahwa dalam rangka meningkatken akses pendidikan madrasah
yvang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui

organisasi berbadan hukum untuk menyvelenggarakan madrasah
sesual dengan standar nasional pendidikan;

. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Kepulusan ini

relah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelavakan
vang lelah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud dalam
huraf a, b dan ¢ di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatcra Utara
lentang  Pemberian  lzin Operasional  Pendirian  Madrasah
[btidaivah Swasta Adinda Alr Genting Desa  Air Genting,
Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan.

. Undang-Undang  Nomoer 20 Tahun 2003 tentang Sisterfl

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4301};

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentarg Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41586,

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambshan Lembaran Negara Republik (ndonesia
Nomor 449%) sebagaimana telah divbah  dengan Peraturan
Pemmerintah Nomor 32 Tahun 2013 ftentang Perubahan atas
Peraturan Pomeriniah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nagional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
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. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 lentang Wajib

Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran hegara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4864);

Peraturan Pemernntah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Curu
(Lembaran Negara Republik Indanesin Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4941},

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tenlang Pengelolaan |

dan Penyclenggsraan Pendidikan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Takun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3130) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomeor 17 Tahun 2010
lentang Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

. Peraturan Menterl Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaivah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Mentern Pendidikan dan Kebudayvaan Nomor 23 Tahun 2013
lentang Perubahon atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupalen/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agamea Islam pada Sekolah
{Berita Negara Eepublik Indonesiz Tahun 2012 Nomor 206)
sebagaimana telah diubab dengan Peratiran Menileri Againa
Momeor 20 Tahun 2013 tentang Perubahian Alas Peraturan Mentepi
Apgama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama [slam pada Sckolah (Berita Mepurs
Republik Indonesia Tahon 2013 Nomor 684);

Peraluran Wenteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 ienlang
Organisasi dan Tata Kerja Instans! Verltkal Kemenlerian Agama
[Herita Negura Republik [ndonesia Tahun 2012 Nomar 851); ’

2. Peraturan Menlenn Agama Nomor 90 Tahun 2013 fentang

Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Beritan Nepara Republik
[ndonesia Tahun 2013 Nemor 1282} sebapaimana telsh diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agarna Nomor 90 Tabhun 2013
tenilang Penyelengearaan Pendidikan Medrasah (Berita Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1732);



Menetapkan

KESATU

KEDuA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG:
PEMEBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA ADINDA AIR GENTING DESA AIR
GENTING, KECAMATAN AIR BATU, KABUPATEN ASAHAN.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada
Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran  vang
merupakan bagian ddak tempisahkan dard Kepualusan ini,

Setelah jangka wakiu ¥ lahun, Kepala Madrasah vang
bersangkutan wajib:

a. Menvampaikan laporan perkembangan Madraszh kepada:
Kepala Kantor Kementerian Agama yaug memual paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan: dan/atau o

b. Mengajulkan pendaftaran visitasi akreditas
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimakscd
dalam Diktum KEDUA buruf a dinilai memenuht standar
pelayanan minimal penyvelenggaraan  pendidikan  dan/stau
hasil akredilasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA hural
b mendapat peringkal minimal ¢, maka izin opcrasional
sebapaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku,,

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA hurul a dinilai memenuhi standar
polavanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b tidak mendapat peringkat minimal €, maka izin operasional
schagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal citetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal @ Marct 2020

FA /“i“- SLA KANTOR WILAYAH
(EMBNTERIAN AGAMA
NSLAEUMATERA UTARA

TUTTWAR ZULHAMI ‘



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATEERA UTARA
NORMOR 199
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA ADINDA AIR

GENTING

DESA AIR GENTING, KECAMATAN AIR BATU, KABUPATEN ASAHAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 [Nama Madrasah

MIS. ADINDA AR GENTING

Nomor Statistix Madrasah

1112120890131

3 |Alamat Madrasah

Jl.lintas Kisaran - Simpang Empat
Desa /Kelurahan Air Genting
Kecamatan Air Batu

Kabupalen Asaharn

Provinsi Sumalera Utara

4 | Nama Organisasi Penyelenggara

MIS ADINDA AIR GENTING

5 |Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

N 19 HMARA KAYA HARAHAP,SH, M. Kn
Tanggal 23 Mei 2019

&6 |Pengesahan Alte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU-0007670 AH.O1.034 Tangegal 25 Mei
2019

S KANTOR WILAYAILL
EELIAN AGAMA
[ SUMATERA UTARA

%



